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Penelitian ini dilatar belakangi dari ketertinggalan desa Pimping dalam 

bidang pembangunan desa dikarenakan pengelolaan keuangan desa oleh 

pemerintah desa yang belum maksimal. Pengelolaan keuangan desa oleh 

pemerintah desa hanya diutamakan pemerliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan 

alasan mayoritas penduduk desa Pimping bekerja sebagai petani dan juga 

pemeliharaan jalanan karena jalanan desa masih belum baik yang dikarena sering 

terkena banjir. Sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk bidang 

pemerintahan yang lain menjadi terhambat dan tidak terlaksanakan. 

Penelitina ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa 

dalam pengelolaan keuangan desa dan kendala yang dihadapi pemerintah desa 

dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pimping Kecamatan Lampihong 

Kabupaten Balangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

digali mengenai pelaksanaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Pimping 

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, serta faktor yang menjadi kendala 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Pimping 

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Selanjutnya data yang disajikan 

secara deskriftif kemudian dianalisis dengan hukum positif. 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa oleh Pemerintah Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten 

Balangan sudah dijalanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Rebuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

yaitu melakukan perencanaan keuangan desa yang dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), panatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban dan juga sesuai dengan konsep good governance seperti 

konsep partisipasi dan akuntabilitas namun pelaksanaannya belum maksimal yang 

dibuktikannya banyak bidang pemerintahan yang belum dilaksanakan 

pembangunannya sehingga banyak fasilitas desa yang kurang. Adapun faktor 

kendala dari Pemerintahan Desa Pimping dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dikarenakan faktor kondisi geografis yang sulit dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang masih kurang baik jumlah dan kemampuan.   

  


